
Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan
No. SK : 59/KN/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status;

2. Untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat;

3. Untuk BMN berupa bangunan:

4. a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

5. b. fotokopi dokumen perolehan; dan

6. c. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang.

7. Untuk BMN berupa tanah dan bangunan:

8. a. fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat;

9. b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

10. c. fotokopi dokumen perolehan bangunan;

11. d. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang.
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1. Pengguna Barang mengajukan surat permohonan penetapan status beserta dokumen persyaratan 

kepada KPKNL

2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan

3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas

4. Apabila berkas lengkap, KPKNL akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

(5 hari kerja) sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan 

keputusan penetapan status penggunaan BMN.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.4, Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91511 

04262328556 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat / 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 09:13. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8196889/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-kekayaan-negara-sulawesi-selatan-tenggara-dan-barat/penetapan-status-penggunaan-bmn-berupa-tanah-danatau-bangunan


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan pada kanal pengaduan KPKNL Mamuju :

 08114121599 (Whatsapp Pengaduan)

 0426-2328556 (No. Telepon)

 kpknlmamuju@kemenkeu.go.id (e-mail Pengaduan)

 wise.kemenkeu.go.id (Whistle Blowsing System Kementerian Keuangan) 
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